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KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SSIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Fridy Taufigu Rohman*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Sdomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara,
dengan memfokuskan kinerja dalam bentuk indikator produktifitas, kualitas
layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dari tugas dan fungs
sebagai anggota BPD. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
Pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling. Sedangkan
teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif interaktif yang
terdiri dari empat komponen, yaitu: pengumpulan data, reduks data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: kinerja

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era
demokrasi saat ini. Seiring dengan bergulirnya demokrasi, di dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa pun sedikit banyak mengalami perubahan.
Salah satunya adalah dibentuknya lembaga perwakilan desa dalam bentuk Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa.
Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka
di Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuklah Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006
yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah
bertujuan untuk meningkatkan kesgjahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Badan Permusyawaratan Desa, dapat dikatakan sebagai kinerja BPD tak lain
adalah meliputi tugas dan fungsi BPD itu sendiri, adapun tugas dan wewenang
tersebut antaralain yaitu:

1. Menetapkan Perdes (Peraturan Desa) bersama Kepala Desa.
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2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes (Peraturan Desa)
dan Peraturan Kepala Desa.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Permasalahan’ yang ditemukan di Desa Sidomukti belakangan ini dapat
memperburuk citra BPD di mata masyarakat. Kinerja BPD Desa Sidomukti sudah
tidak sesuai dengan yang apa yang diharapkan oleh masyarakat. Bercermin pada
konsep diatas maka penulis mencoba menyikapi fenomena yang telah terjadi
terhadap kinerja BPD Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten
Kutai Kartanegara, dimana pada kenyataannya dilapangan kinerja yang telah
diberikan tersebut dirasakan masih jauh dari apa yang diharapkan oleh
masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Kinerja Organisas

Kinerja organisass adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisas tersebut, Bastian dalam Hessel Nogi (2005:175).

Ada beberapa macam indikator yang dapat digunakan untuk menilai
kinerja organisasi publik. Berdasarkan atas pemahaman terhadap tujuan dan mis
organisasi, Dwiyanto (2006:50-51) lebih lanjut mengemukakan ada lima indikator
untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai rasio antara input dengan output.

2. Kualitas layanan, bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan bisa menjadi
indikator untuk menila kinerjabirokras publik.

3. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
aspirasi masyarakat.

4. Responsihilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisas
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan
kebijakan organisasi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
birokras publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2 K etidakdisiplinan dalam masuk kerja, pelaksanaan fungsi pengawasan yang kurang
terkoordinasi dengan baik dan sulitnya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan
aspirasinya.
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Badan Permusyawarah Desa (BPD) adalah lembaga permusyawaratan
atau pemufakatan yang keanggotaannya adalah wakil dari desa. Selanjutnya
dalam struktur pemerintahan ditingkat desa, BPD sebagai lembaga pemerintah
desa mempunyai peranan yang sangat penting di dalam memantapkan berbagai
kebijaksanaan di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan membina kehidupan
masyarakat di desa. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah
sggar dan menjadi mitra dari pemerintah desa Hal ini dikarenakan BPD
merupakan salah satu unsur pemerintahan desa yang ikut menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan bersama-sama dengan kepala desa dan perangkat desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif®. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan
gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini penulis
memaparkan dan menggambarkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sidomukti.

Sumber data yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling®.
Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah:
Kepala Desa Sidomukti.
Perangkat desa (sekretaris desa & kaur).
Anggota BPD.
Ketua RT Desa Sidomukti, Karang Taruna dan PKK.
Tokoh masyarakat & warga Desa Sidomukti.

agkrwdpE

Fokus Penelitian
1. KinerjaBadan Permusyawaratan Desa (BPD), meliputi:
a. Produktifitas: kuantitas dan efisiensi.
b. Kualitas layanan: kelengkapan sarana & prasarana, kedisiplinan dan
kesopanan.
c. Responsivitas: keluhan masyarakat, sikap dalam merespon keluhan
masyarakat dan tindakan dalam memberikan pelayanan.
d. Responsibilitas: kejelasan tanggungjawab & wewenang, komitmen untuk
mel aksanakan tanggungjawab & wewenang dan metode kerja.
e. Akuntabilitas: mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan media
pertanggungjawaban yang jelas.
2. Faktor penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kinerja Badan Per musyawar atan Desa (BPD)

® Moleong (2002:3), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkn data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diambil.

* Sugiyono (2006:96), purpose sampling adalah teknik mengumpulkan sampel dengan
pertimbangan tertentu artinya sampel yang diambil adalah orang-orang yang benar-benar
mengetahui permasal ahan yang terjadi, sehingga dapat memberikan data secara maksimal.
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Produktifitas
Kuantitas

Kuantitas kinerja BPD di Desa Sidomukti dilihat dari segi jumlah
pekerjaan yang dapat diselesaikan olen BPD. BPD Desa Sidomukti mempunyai
agenda dan rencana kerja yang disusun secara terprogram, sehingga memudahkan
dalam melakukan dan menyelesaikan suatu tugas agar tepat pada waktunya.
Perdes yang telah ditetapkan dan dijalankan di Desa Sidomukti merupakan hasil
kerja BPD sebagai lembaga legisas yang mempunyai peran penting dalam
proses pemerintahan desa.

Perdes yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
ditetapkan hanya berdasarkan atas kebutuhan dan aspiras masyarakat saja,
sehingga tidak bisa ditentukan berapa banyak atau jumlah suatu Perdes yang
harus ditetapkan BPD bersama pemerintah desa dalam satu tahun periodenya.

Tabd 1. Jumlah Peraturan Desa yang dihasilkan BPD di tahun 2012

No. Peraturan Desa

1. | Perdes Sidomukti No. 1 Tahun 2012 tentang APBDes T.A 2012.

2. | Perdes Sidomukti No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Kegiatan
Pembangunan (RKP) desa.
3. | Perdes Sidomukti No. 3 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Panitia
Pel aksana K egiatan Pembangunan Desa.
4. | Perdes Sidomukti No. 4 Tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan
Desa
5. | Perdes Sidomukti No. 5 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa.
Sumber: BPD Desa Sidomukti Tahun 2013

Tabel 2. Jumlah Peraturan Desa yang dihasilkan BPD di tahun 2013

No. Peraturan Desa

1. | Perdes Sidomukti No. 1 Tahun 2013 tentang APBDes T.A 2013.

2. | Perdes Sidomukti No. 2 Tahun 2013 tentang Pembagian Lahan.

3. | Perdes Sidomukti No. 3 Tahun 2013 tentang Irigasi Sawah.

4. | Perdes Sidomukti No. 4 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Sumber: BPD Desa Sidomukti Tahun 2013

Perbedaan hasil kerja ternyata disebabkan oleh jumlah pekerjaan.
Mengingat masing-masing unit kerja BPD memiliki jenis maupun volume
pekerjaan yang berbeda, sehingga perbedaan kuantitas pekerjaan tidak semata-
mata dikarenakan perbedaan kompetens yang dimiliki oleh setiap anggota BPD
tersebut.

3148



Kinerja BPD Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara (Taufik)

Efisiens

Produktifitas kinerja BPD di Desa Sidomukti tidak efisen dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari
sekian banyak (masukan) aspirasi masyarakat yang masuk ke BPD hanya
beberapa sgja yang baru terlaksanakan. Terdapat perbedaan yang relatif besar
antara penggunaan aspiras masyarakat yang masuk dengan penggunaan masukan
yang sebenarnya terlaksana. Sebagai contohnya adalah aspiras mengenai
penyaluran raskin yang tersendat sgja yang telah terlaksana dilakukan oleh BPD.

Tabel 3. Aspirasi Masyarakat Desa Sidomukti

Agenda Rapat

Menertibkan pungutan liar.

Pembangunan dan renovasi jembatan desa.

Perbaikan saluran irigasi pertanian yang rusak.

Menyelesaikan penyaluran raskin yang macet.

Ronda malam agar |ebih teratur.

Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan

tertulis.
Sumber: BPD Desa Sidomukti Tahun 2013

olun|wnkE

Efisiens dapat didasarkan dari perbandingan tingkat pencapaian hasil
kerja yang dilakukan oleh BPD dengan penggunaan sumber daya yang minim.
Suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah
mencapal Sasaran (output) dengan pengorbanan (input) terendah, sehingga
efisiens dapat diartikan sebagal tidak adanya pemborosan (Nicholson, 2002).
Sehingga pengertian efisiens disini lebih berorientaskan pada masukan,
sedangkan keluaran (output) kurang menjadi perhatian utama dan dalam hal ini
yang dimaksud oleh (input) atau masukan tersebut itu adalah aspirasi-aspiras
masyarakat.

Kualitas layanan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak diperlukan dalam setiap
penyelenggaraan pelayanan publik saat ini. BPD Desa Sidomukti sendiri
diketahui telah memiliki kelengkapan fasilitas yang mencukupi, dimana terdapat
1 (satu) buah mesin ketik dan 2 (dua) buah laptop yang kesemuannya itu masih
dalam kondisi baik dan bisa digunakan. Begitu juga dengan kondisi kursi, meja,
lemari dan papan pengumuman yang masih dapat digunakan dengan baik dalam
menunjang proses pelayanan masyarakat.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kelengkapan sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh BPD itu sudah memadai dalam menunjang
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pelaksanaan tugas dan fungs anggota BPD tersebut. Sehingga tidak ada alasan
lagi bagi anggota BPD itu untuk tidak melaksanakan pekerjaannya karena
masalah kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki. Namun pada
kenyataannya di lapangan banyak ditemukan bahwa anggota BPD yang kerap
terlambat masuk kantor, bahkan yang ada di kantor hanya ketua, wakil ketuanya
sgja. Sarana dan prasarana pelayanan yaitu mencakup keberadaan dan fungsinya,
bukan hanya saja penampilan tetapi sejauh mana fungs dan daya guna dari sarana
atau fadilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan
dan kenyamanan pada pengguna pelayanan (masyarakat).

Kedisiplinan

Disiplin adalah keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung di
dalam suatu organisas yang melaksanakan tugas dan fungsinya tunduk pada
hukum dan peraturan yang berlaku dengan lapang dada. Disiplin dapat dilihat dari
duasisi, yaitu disiplin terhadap waktu dan disiplin terhadap perbuatan dan tingkah
laku. Disiplin terhadap waktu lebih menekankan pada waktu, seperti: jam masuk
kerja, jam istirahat, jam pulang kerja, dan berbagai jenis waktu dalam perjanjian
maupun pertemuan. Sedangkan disiplin terhadap perbuatan mengharuskan orang
untuk mengikuti langkah tertentu sehingga dapat menghasilkan sesuatu dengan
standar kualifikas sesuai yang diinginkan organisasi, seperti: pakaian dinas dan
upacara.

Kedisiplinan BPD di Desa Sidomukti sendiri terhadap peraturan yang
berlaku dirasa masih kurang, masih banyak anggota BPD yang sering melanggar
peraturan, seperti: terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja, meninggalkan
tempat kerja tanpa alasan yang jelas dan pulang sebelum waktunya. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat padatabel di bawah ini:

Tabel 4. Data Pelanggaran Anggota BPD Tahun 2013

No. Jenis Pelanggaran Jumlah
1. | Terlambat masuk kerja 7 orang
2. | Meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas 5 orang
3. | Pulang sebelum waktunya 4 orang

Sumber: Data diolah

Kedisiplinan kerja antar lembaga-lembaga di Desa Sidomukti sendiri
dapat mempengaruhi lembaga lainnya. Seperti halnya di BPD Desa Sidomukti
yang menyesuaikan jam masuk kerjanya berdasarkan pada jam masuk kerja para
pegawai desa setempat begitu juga padajam pulangnya.

Kesopanan dan Keramahan
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BPD Desa Sidomukti sendiri pada dasarnya sudah berusaha agar
anggotanya dapat berperilaku baik dan ramah, sehingga masyarakat yang ingin
berurusan dengan BPD merasa diberikan kemudahan dan puas terhadap
pelayanan yang diberikan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh BPD berfungsi
agar anggotanya dapat melayani masyarakat dengan ramah dan sopan sehingga
masyarakat menjadi nyaman pada saat berurusan terutamanya dengan BPD,
seperti kenyamanan yang dirasakan misalnya bahasa tubuh dan bahasa tutur yang
segan, ramah, ceria, gesit dan berpenampilan baik. Pelayanan yang diberikan oleh
BPD Desa Sidomukti sudah menunjukkan kesopanan dan keramahan, sikap
ramah merupakan hal yang baik dan menjadi hal utama yang harus diberikan oleh
BPD kepada masyarakat, sehingga memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Kesopanan dan keramahan yang ditunjukkan oleh para aparat BPD di
Desa Sidomukti sudah cukup baik, mereka ramah dan sopan baik dalam bertutur
kata maupun dalam berpakaian, tidak ada pembeda-bedaan status sosia dalam
masyarakat di Desa Sidomukti bagi yang ingin menyampaikan aspirasinya bahkan
masyarakat dilayani layaknya saudara mereka sendiri. Hal inilah yang membuat
masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan aspirasinya.

Responsivitas
Keluhan Masyarakat

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan indikator yang
dapat memperlihatkan apakah kinerja yang dihasilkan oleh BPD Desa Sidomukti
sudah dapat memenuhi harapan masyarakat atau belum. Indikasi nyata dari belum
dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi publik
terlihat pada gap pelayanan yang terjadi. Transparannya komunikasi dan birokras
yang menyangkut pemberian pelayanan menyebabkan masyarakat merasa tidak
dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik kepada pihak BPD. Padaha
semakin banyak aspirasi atau keluhan masyarakat yang tertampung di BPD akan
menunjukkan bahwa semakin baik pula kinerja BPD tersebut dalam
mel aksanakan tugas dan fungsinya.

Salah satu indikator responsivitas adalah keluhan masyarakat. Keluhan
masyarakat menjadi tolak ukur, karena masyarakat menyampaikan keluhan, dan
keluhan merupakan masukan untuk menjadi lebih baik. Keluhan masyarakat
sendiri dapat diukur melalui seberapa jauh interaks komunikas yang terjalin
antara BPD dengan masyarakat, hal tersebut dapat memperlihatkan gambaran
bahwa apakah masyarakat sudah mempunyai akses terhadap informasi pelayanan
yang dibutuhkan ataupun belum. Di Desa Sidomukti responsivitas BPD nya dapat
dinila dari seberapa peka BPD tersebut dalam memberikan respon terhadap
keluhan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.

Tabel 5. Daftar Keluhan Masyarakat
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Keluhan Masyarakat
Menertibkan pungutan liar.
Perbaikan, pelebaran jalan desa dan renovasi tempat ibadah.
Pembangunan dan rehab jembatan RT. 11.
Raskin yang sempat macet.
Ronda malam agar |ebih teratur.
Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporannya.
Sumber BPD Desa Sidomukti Tahun 2013

GW%wweg

Sikap dalam Merespon Keluhan Masyarakat

Sikap BPD dalam merespon keluhan masyarakat di Desa Sidomukti sudah
baik, meskipun jika dilihat dari aspek kepuasan kerja para aparatnya yang masih
rendah. Keterlibatan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah
melihatkan kefleksibilitasan yang bagus dengan ikut berpartisipasi langsung dan
aktif dalam masyarakat dan hal ini menunjukkan sambutan yang positif pula dari
masyarakat Desa Sidomukii.

Hasil observas di Iapangan juga ditemukan bahwa, sikap anggota BPD
dalam merespon aspiras masyarakat sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari
penerimaan BPD terhadap pengaduan masyarakat yang datang ke kantor BPD
untuk menyalurkan aspirasinya. Di samping itu keluhan-keluhan yang selama ini
disampaikan oleh masyarakat juga belum semuanya digunakan sebagai referens
bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan dimasa mendatang seperti
tuntutan/keluhan masyarakat tentang masalah perbaikan jalan dan jembatan desa
dan lain-lainnya yang belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah desa.
Dalam hal ini juga kemampuan BPD Desa Sidomukti diharapkan untuk lebih
tanggap terhadap kebijakan Perdes yang dikeluarkan Kepala Desa dan bisa
memahami kondis yang berkembang serta apa yang menjadi prioritas untuk
ditangani lebih dahulu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk
bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam
menanggapi obyek situas atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Sikap® dalam
merespon keluhan masyarakat ini dapat dilihat dari aspek kepuasan kerja,
keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasional dari masing-masing anggota
BPD di Desa Sidomukti.

Tindakan dalam Memberikan Pelayanan

® Sarlito (2009:5) menjelaskan bahwa dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah
mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek tertentu. Sedangkan dalam sikap negatif,
kecenderungan tindakan adalah untuk menjauhi, menghindari, membenci atau tidak menyukai
obyek tertentu.
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Tindakan BPD di Desa Sidomukti dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat masih terdapat perbedaan antar individunya, terutama yang berkaitan
dengan penyelesaian pekerjaan. Perbedaan tindakan tersebut merupakan
manifestas dari kompetens yang dimiliki oleh masing-masing anggota BPD.
Tindakan BPD dalam memberikan pelayanan di Desa Sidomukti kepada
masyarakat sangat bervariasi; ada yang memiliki respon cepat, ada juga yang
responnya lambat, ada yang yang aktif di masyarakat serta ada juga yang hanya
bertindak pasif.

Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan
tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain®. Meski tak jarang tindakan
sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif
yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari Situasi tertentu. Bahkan
terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari
pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situas
tertentu.

Responsibilitas
Kejelasan Tanggungjawab dan Wewenang

Tanggungjawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu
atau berperilaku menurut cara tertentu, sedangkan wewenang adalah hak untuk
melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Tanggungjawab lebih besar
peranannya dari pada wewenang itu sendiri. Adapun mengena keelasan
tanggung jawab dan wewenang BPD Desa Sidomukti sudah diatur dalam Perda
Kabupaten Kutai Kartanegara No. 8 tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan
Desa.

BPD berfungsi sebagai lembaga yang mempersiapkan segala hal yang
berkaitan dengan pembangunan di desa, melalui sebuah mekanisme kontrol
(pengawasan), menerima laporan pertanggungjawaban pelaksana. BPD juga
mengatur soal pemilihan kepala desa baru, pemberhentian kepala desa dari
jabatannya, baik karenatelah berakhir masa jabatannya ataupun karena suatu hal.

Fungs BPD diatur dalam Perda Kabupaten Kukar No. 8 tahun 2006 pasal
3yaitu:

1. Menetapkan Perdes bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Perda Kabupaten Kukar No. 8 tahun 2006 Pasal 4, menyatakan tentang
wewenang BPD yaitu:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa.

® Tindakan sosial menurut Max Weber dalam Ritzer (2005), adalah suatu tindakan individu
sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan
kepada tindakan orang lain.
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2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes)
dan Peraturan Kepala Desa.

3. Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian Kepala Desa.

4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan
aspirasi masyarakat.

6. Menyusun tatatertib BPD.

Komitmen untuk Melaksanakan Tanggungjawab dan Wewenang

Komitmen BPD untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang di
Desa Sidomukti sendiri dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat
dari sikap dan penerimaan para aparat BPD nya terhadap nilai dan tujuan
organisasi, kesediaannya untuk berusaha keras demi organisas dan memiliki
keinginan untuk berafilias dengan organisasi. Kondis ini salah satunya
dibuktikan dengan tidak adanya kesulitan bagi anggota BPD dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Pencapaian tersebut tentunya merupakan usaha dan kerja
keras BPD yang mencerminkan komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab
dan wewenangnya.

Komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang oleh
anggota BPD diwujudkan sebagai sikap yang tertarik dengan tujuan, nilai dan
sasaran organisas yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas
nilai dan tujuan BPD serta memiliki keinginan untuk berafilias dengan BPD dan
kesediaan bekerja keras untuk BPD, sehingga membuat individu tersebut betah
dan tetap ingin bertahan di BPD tersebut demi tercapainya suatu tujuan dan
kelangsungan kinerja di BPD tersebut.

Metode Kerja

Metode kerja yang digunakan BPD Desa Sidomukti dalam melaksanakan
kewenangan, tugas dan fungsinya adalah dengan menerapkan prinsip koordinas
dan konsultasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut BPD selalu melakukan
koordinasi dengan pihak pemerintah desa, lembaga-lembaga desa |ainnya maupun
pihak kecamatan dan kabupaten. BPD juga selalu bertukar pikiran dengan
masyarakat melalui para tokoh-tokohnya, agar BPD tahu apa yang memang
sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dibidang
administras juga BPD Desa Sidomukti selalu berkoordinasi dan dibantu oleh
perangkat desa setempat. Metode kerja yang digunakan BPD terhadap Karang
Taruna ini hanya bersifat kemitraan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya BPD di Desa Sidomukti tidak dapat berkoordinasi langsung dengan
pihak Karang Taruna baik untuk melakukan pengawasan terhadap Perdes,
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membahas Perdes dengan kepala desa, maupun membentuk panitia pemilihan

kepala desa. M etode kerja adalah merupakan dasar dari setiap tindakan’.

Metode kerja yang digunakan oleh BPD di Desa Sidomukti dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya juga sudah diatur dalam Tata-tertib BPD di
Desa Sidomukti, yaitu:

1. Daam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban
BPD, harus menerapkan prinsip koordinasi dan konsultas antar anggota
BPD, pemerintah desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Pemerintah Daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas dibidang administras, Pimpinan BPD dibantu
oleh seorang unsur staf desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada lurah desa yang diperbantukan kepada Pimpinan BPD yang
disebut kepala urusan Tata Usaha BPD.

3. Pimpinan BPD mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD.

b. Memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat yang
dipimpinnya.

c. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Melakukan koordinas dengan lurah desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Akuntabilitas
Mekanisme Pertanggungjawaban yang Benar

Mekanisme pertanggungjawaban meliputi 2 hal: pertama, pertanggung
jawaban kepada masyarakat yang dilakukan setiagp 3 bulan sekali dan kedua,
pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah/desa yang dilakukan setiap akhir
tahun dan setiap akhir masa jabatan®. Pertanggungjawaban kepada masyarakat
meliputi informas terkait pelaksanaan tugas, hasil kinerja, bantuan yang
diberikan oleh pemerintah dan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan
fungs BPD, sedangkan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa/daerah
berupa laporan kegiatan akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada
pemerintah daerah serta laporan keuangan BPD kepada kepala desa.

Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban dilakukan terlebih dahulu
dalam rapat atau sidang paripurna BPD untuk pengambilan keputusan yang wajib

" Menurut Ibnu Syams (2004:42), metode kerja adalah cara mengerjakan lebih lanjut dari
salah satu langkah (atau beberapa langkah) yang telah ditetapkan dalam prosedur kerja,
selanjutnya disusun teknik pelaksanaannya.

8 Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas merupakan hal yang penting harus dimiliki oleh
birokrasi publik saat ini seperti halnya BPD yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan
laporan kegiatannya kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban
BPD adalah laporan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh BPD menyangkut tugas
yang telah dilakukan selama jangka waktu tertentu dari mekanisme dan waktu pelaporannya
berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.
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dihadiri oleh semua anggota BPD sebelum dilaporkan kepada pemerintah

daerah/desa. Di dalam tata tertib BPD di Desa Sidomukti juga dijelaskan

mengenai tata cara atau mekanisme pertanggungjawaban BPD kepada pemerintah

daerah. Adapun mekanisme pertanggungjawabannya adal ah sebagai berikut:

1. BPD mengundang seluruh anggotanya untuk menghadiri sidang paripurna
tentang |aporan Pertanggung jawaban.

2. Ketua BPD menyampaikan laporan Pertanggung jawaban BPD secara
terperinci dan jelas.

3. Komisi-komis BPD memberikan tanggapan atas laporan Pertanggung
jawaban dan sekaligus memberikan keputusan menolak atau menerima.

4. Ketua BPD memberikan jawaban atas pandangan komisi BPD terhadap hal-
hal yang masih kurang jelas atau tanggapan atau penol akan.

5. Komisi-komiss BPD memberi tanggapan balik atas tanggapan Ketua BPD
terhadap dengan alasan yang jelas dan tegas.

6. Pengambilan Keputusan anggota BPD untuk menerima atau menolak laporan
pertanggungjawaban BPD.

Media Pertanggungjawaban yang Benar

BPD mempunyai kewajiban untuk memiliki media pertanggungjawaban
yang jelas’. Media informasi seperti papan pengumuman diletakkan di kantor
BPD sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis
sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Informas dan laporan tersebut
meliputi informasi pelaksanaan tugas, hasil kinerja, bantuan yang diberikan oleh
pemerintah yang berhubungan dengan tugas dan fungs BPD, laporan kegiatan
akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada pemerintah daerah, laporan
keuangan BPD kepada kepala desar.

Media pertanggungjawaban yang digunakan BPD dalam menerangkan
pelaksanaan program kerja BPD di Desa Sidomukti kepada pemerintah daerah
dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan
pelaksanaan program kerja terdiri dari laporan akhir tahun anggaran, laporan
akhir masa jabatan dan laporan keuangan BPD yang disusun secara komprehensif.
Media pertanggungjawaban yang digunakan kepada masyarakat adalah melalui
media papan informasi yang berada di kantor BPD. Penginformasian laporan
pertanggungjawaban BPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan
BPD kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan BPD melalui media atau
pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.

° Media pertanggungjawaban yang dipergunakan BPD Desa Sidomukti adalah menggunakan
papan pengumuman dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah desa atau
daerah.

10 Menurut Dwiyanto (2010), birokrasi weberian memandang akuntabilitas secara sederhana,
yaitu sebatas hubungan bawahan dengan atasannya. Akuntabilitas seorang aparat birokrasi
adalah pertanggungjawabannya kepada atasan, bukan kepada kolega atau kelompok dan
organisasinya.
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Kesimpulan

1. Produktifitas, dari segi kuantitas kerja kinerja BPD dalam membuat Perdes
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan dari segi
efisiens kerja, BPD hanya berhasil membahas satu dari beberapa persoalan
yang telah diagenda rapatkan sebelumnya.

2.  Kudlitas layanan, ketersediaan sarana dan prasarana di BPD Desa
Sidomukti sudah lengkap dan memadai, sehingga sangat membantu dalam
menunjang kinerja BPD. Kedisiplinan di BPD Desa Sidomukti masih
kurang baik. Sedangkan dari aspek keramahan dan kesopanan, BPD Desa
Sidomukti sudah menunjukkan penampilan yang sopan dan tutur kata yang
baik.

3. Responsivitas, BPD berhasil menjaring sejumlah keluhan masyarakat di
Desa Sidomukti. BPD bersikap aktif turun langsung ke masyarakat untuk
mencari persoalan-persoalan yang terdapat di Desa Sidomukti. BPD Desa
Sidomukti terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya,
BPD siap memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun berada di
luar jam kerja.

4. Responsihilitas, dari segi kejelasan tanggungjawab dan wewenangnya, BPD
Desa Sidomukti mempunyai sumber hukum yaitu Perda Kabupaten Kutai
Kartanegara No. 8 tahun 2006 yang mengatur tentang BPD. BPD Desa
Sidomukti sudah  menunjukkan komitmen untuk melaksanakan
tanggungjawab dan wewenang seperti yang telah diatur oleh Perda tersebut.
BPD Desa Sidomukti juga memiliki metode kerja yang digunakan dalam
proses pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5.  Akuntabilitas, BPD Desa Sidomukti telah menggunakan mekanisme
pertanggungjawaban yang benar dalam menerangkan pertanggungjawaban
kinerjanya. BPD Desa Sidomukti juga memiliki media pertanggungjawaban
yang jelas berupa papan pengumuman dan laporan pertanggungjawaban
kepada pihak pemerintah daerah/desa.

6. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti Kecamatan
Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sudah baik.

7.  Faktor penghambat kinerja BPD Desa Sidomukti dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, yaitu antaralain:

a. Rendahnya etos kerja yang dimiliki oleh aparat BPD.

b. Kurangnya skill dan pengetahuan aparat BPD tentang berorganisasi.

c. Sistem penggajian dan pencairan dana operasional BPD yang kerap
terlambat.
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